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Abstract 

The enactment of Law Number 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare during the First Thousand Days of Life 

reflects Indonesia’s legal commitment to strengthening maternal protection, child rights, family resilience, and 

human resource development, yet persistent issues such as stunting, family vulnerability, limited legal literacy, 

and unequal access to services indicate an implementation gap between legal norms and social realities. This study 

aimed to analyze the implementation of Law Number 4 of 2024 and its relevance to Islamic family law in the 

context of Muslim families in Way Kanan Regency. This study employed a normative legal research design with 

a qualitative approach through library research. Primary legal materials consisted of Law Number 4 of 2024, the 

Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law, while secondary materials included scholarly articles, books, 

government reports, and previous studies related to maternal and child welfare, Islamic family law, and maqashid 

sharia. The data were examined using normative content analysis and conceptual analysis to identify legal 

substance, Islamic family law principles, and points of harmonization between positive law and Islamic legal 

norms. The findings indicate that Law Number 4 of 2024 is substantively aligned with Islamic family law in the 

protection of mothers, fulfillment of child rights, family maintenance, hadhanah, and maqashid sharia, particularly 

hifz al-nafs, hifz al-nasl, and hifz al-‘aql. However, its implementation requires stronger coordination among local 

government, religious institutions, health workers, communities, and families, especially in addressing stunting, 

limited legal literacy, service inequality, and family vulnerability. This study concludes that Law Number 4 of 

2024 can function as a bridge between national legal policy and Islamic family law, with implications for 

strengthening integrated, family-based, and religiously grounded protection for mothers and children. 
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PENDAHULUAN 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 

Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menegaskan komitmen negara dalam memperkuat 

perlindungan hukum terhadap ibu dan anak sebagai fondasi ketahanan keluarga, pembangunan 

sumber daya manusia, dan keberlanjutan generasi bangsa [1]. Regulasi ini tidak hanya memuat 

aspek kesehatan, pemenuhan gizi, dan perlindungan sosial, tetapi juga menempatkan keluarga, 

masyarakat, pemerintah daerah, dan negara sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab 

bersama dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak. Dalam kerangka pembangunan manusia, 

fase seribu hari pertama kehidupan dipandang sebagai periode krusial karena kondisi kesehatan, 

nutrisi, pengasuhan, dan perlindungan pada fase ini memiliki pengaruh besar terhadap 

pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas hidup anak pada masa berikutnya [2], 

[3], [4]. 

Meskipun demikian, kehadiran norma hukum tidak secara otomatis menghapus 

persoalan struktural yang masih dihadapi keluarga Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia 

tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 19,8%. 

Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tetap 

mengindikasikan bahwa hampir satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi gangguan 

pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan keterbatasan dukungan lingkungan pengasuhan 

[5], [6], [7]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap ibu dan anak tidak cukup 

dipahami sebagai mandat normatif dalam undang-undang, tetapi harus ditelaah sebagai 

persoalan implementasi yang berkaitan dengan akses layanan kesehatan, kapasitas ekonomi 

keluarga, literasi pengasuhan, dan keberfungsian sistem perlindungan social [8], [9], [10]. 

Persoalan kesejahteraan ibu dan anak juga tidak dapat dibatasi pada dimensi kesehatan 

fisik semata. Kesejahteraan keluarga mencakup keamanan relasional, stabilitas perkawinan, 

pemenuhan nafkah, perlindungan dari kekerasan, serta terciptanya ruang keluarga yang aman 

bagi ibu dan anak. Tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024, yang masih 

mencapai ratusan ribu perkara, menunjukkan bahwa keluarga sebagai institusi sosial masih 

menghadapi kerentanan serius, terutama akibat konflik berkepanjangan, persoalan ekonomi, 

ketimpangan relasi, dan kekerasan dalam rumah tangga [11], [12], [13]. Dengan demikian, 

implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 perlu dilihat tidak hanya sebagai 

kebijakan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan keluarga yang 

berkaitan langsung dengan kualitas relasi, tanggung jawab hukum, dan keadilan dalam rumah 

tangga. 

Dalam konteks keluarga Muslim, isu tersebut menjadi semakin penting karena hukum 

keluarga Islam telah lebih dahulu mengatur tanggung jawab suami, hak istri, kewajiban nafkah, 

perlindungan terhadap anak, serta pemeliharaan keluarga melalui prinsip keadilan, kasih 

sayang, dan kemaslahatan [14], [15], [16]. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan menempatkan keluarga sebagai institusi yang dibangun atas dasar tanggung jawab 

lahir dan batin, sedangkan fikih keluarga menegaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi 

kebutuhan istri dan anak, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan 

perlindungan hidup yang layak. Oleh karena itu, substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2024 memiliki titik temu dengan hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal pemenuhan hak 

ibu, perlindungan anak, kewajiban nafkah, dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan 

[17]. 
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Relevansi tersebut juga dapat dibaca melalui perspektif maqashid syariah. Perlindungan 

terhadap ibu dan anak berkaitan erat dengan hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-nasl 

atau perlindungan keturunan, serta hifz al-‘aql dalam kaitannya dengan tumbuh kembang dan 

kualitas pendidikan anak. Dalam perspektif ini, kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya 

dipandang sebagai hak sosial, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan hukum Islam untuk 

menjaga keberlangsungan kehidupan, martabat manusia, dan kemaslahatan keluarga [18], [19], 

[20]. Oleh sebab itu, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dapat diposisikan 

sebagai ruang harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum keluarga Islam, 

sepanjang pelaksanaannya benar-benar menjangkau kebutuhan ibu dan anak pada tingkat 

keluarga dan masyarakat. 

Namun, persoalan utama yang perlu dikaji adalah adanya jarak antara norma hukum, 

nilai keagamaan, dan praktik sosial. Secara normatif, negara telah menyediakan instrumen 

hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, sementara hukum keluarga Islam telah 

menegaskan kewajiban keluarga dalam menjaga ibu dan anak. Akan tetapi, fakta masih 

tingginya stunting, perceraian, konflik rumah tangga, dan kerentanan ekonomi keluarga 

menunjukkan bahwa keberadaan norma belum selalu berbanding lurus dengan perubahan 

perilaku, kesadaran hukum, dan perlindungan nyata di tingkat keluarga [21], [22], [23]. 

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk menelaah implementasi Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2024 secara lebih kritis dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam. 

Kabupaten Way Kanan sebagai lokus penelitian memiliki relevansi penting untuk 

mengkaji persoalan tersebut. Sebagai wilayah dengan karakter sosial-ekonomi yang beragam, 

implementasi kebijakan kesejahteraan ibu dan anak di daerah ini tidak dapat dilepaskan dari 

kondisi keluarga, budaya lokal, akses terhadap layanan kesehatan, kapasitas ekonomi rumah 

tangga, serta tingkat literasi hukum masyarakat. Dalam konteks keluarga Muslim di Way 

Kanan, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 perlu dianalisis untuk melihat 

sejauh mana regulasi negara dapat memperkuat prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam 

melindungi ibu dan anak, sekaligus menjawab persoalan kesejahteraan yang muncul dalam 

kehidupan keluarga sehari-hari. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta relevansinya 

terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga Muslim di 

Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan keterkaitan antara 

perlindungan hukum negara, prinsip maqashid syariah, kewajiban nafkah, pemeliharaan anak, 

dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan 

demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan 

harmonisasi hukum positif dan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan pemahaman yang 

lebih kontekstual mengenai kesejahteraan ibu dan anak sebagai bagian dari pembangunan 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

 

METODOLOGI 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. 

Desain ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel 
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secara statistik, melainkan untuk menganalisis norma hukum, asas hukum, konsep hukum 

keluarga Islam, serta relevansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan 

Ibu dan Anak terhadap prinsip-prinsip perlindungan keluarga dalam Islam.  

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 

tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel 

jurnal, laporan resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kesejahteraan 

ibu dan anak, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan maqashid syariah.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research. Teknik ini 

dilakukan dengan menelusuri, membaca, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen hukum serta 

literatur akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis dipilih 

berdasarkan kesesuaiannya dengan tiga fokus utama penelitian, yaitu implementasi Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2024, prinsip perlindungan ibu dan anak dalam hukum keluarga Islam, 

serta harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam membangun kesejahteraan 

keluarga.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi normatif dan analisis konseptual. Analisis isi 

normatif digunakan untuk mengidentifikasi substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2024 dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Sementara itu, 

analisis konseptual digunakan untuk menafsirkan makna kesejahteraan ibu dan anak dalam 

perspektif maqashid syariah, terutama dalam aspek hifz al-nafs atau perlindungan jiwa dan hifz 

al-nasl atau perlindungan keturunan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dalam Perlindungan Kesejahteraan 

Ibu dan Anak 

Hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menunjukkan bahwa regulasi ini 

menempatkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara, 

keluarga, dan masyarakat. Substansi undang-undang tersebut menegaskan pentingnya 

perlindungan terhadap ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui 

pemenuhan hak dasar, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, serta 

dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dalam kerangka ini, kesejahteraan ibu dan anak 

tidak hanya dipahami sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan 

hukum dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak awal kehidupan [12], [24], [25]. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2024 diarahkan melalui sejumlah program pelayanan dasar, seperti pemeriksaan 
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kehamilan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pemberian imunisasi, penyediaan makanan 

tambahan bergizi, edukasi tentang pentingnya seribu hari pertama kehidupan, serta penguatan 

perlindungan terhadap pekerja perempuan melalui hak cuti melahirkan. Program-program 

tersebut memperlihatkan bahwa regulasi ini memiliki orientasi perlindungan yang bersifat 

preventif, promotif, dan rehabilitatif terhadap kondisi ibu dan anak. Dengan demikian, negara 

tidak hanya hadir melalui pembentukan norma hukum, tetapi juga melalui penyelenggaraan 

layanan yang bertujuan menjamin keberlangsungan hidup, kesehatan, dan perkembangan anak 

secara optimal [26], [27], [28]. 

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini 

memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, 

keluarga, dan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan 

tersedianya fasilitas kesehatan, layanan gizi, edukasi keluarga, serta akses perlindungan sosial 

bagi ibu dan anak. Namun, hasil telaah juga menemukan adanya beberapa hambatan 

implementasi, terutama keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah tertentu, rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak, keterbatasan ekonomi keluarga, serta 

belum meratanya literasi hukum dan kesehatan di tingkat masyarakat [29]. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 sangat 

bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi aktif 

keluarga serta masyarakat . 

 

Relevansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terhadap Hukum Keluarga Islam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 

memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dalam hukum 

keluarga Islam, ibu diposisikan sebagai pihak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi 

hak-haknya, sedangkan anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga pertumbuhan, 

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraannya. Prinsip ini sejalan dengan orientasi Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang menekankan perlindungan ibu dan anak sebagai bagian 

dari pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera. 

Relevansi tersebut terlihat pada aspek kewajiban nafkah. Dalam hukum keluarga Islam, 

nafkah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang, tetapi juga 

mencakup tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga. 

Ketentuan ini memiliki kesesuaian dengan substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 

yang menekankan pemenuhan hak dasar ibu dan anak melalui pelayanan kesehatan, 

pemenuhan gizi, perlindungan sosial, dan dukungan keluarga [30]. Dengan demikian, 

tanggung jawab suami dan keluarga dalam hukum Islam memiliki hubungan normatif dengan 

kewajiban negara dalam hukum positif untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep hadhanah dalam hukum keluarga 

Islam memiliki kesesuaian dengan fokus Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 pada fase 

seribu hari pertama kehidupan. Tarissa menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara, 

merawat, mendidik, dan melindungi anak agar dapat tumbuh secara sehat, baik secara fisik, 

mental, maupun social [31]. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 

menempatkan fase awal kehidupan sebagai periode penting yang menentukan kualitas 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa 
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hukum positif dan hukum keluarga Islam sama-sama menekankan pentingnya perlindungan 

anak sejak usia dini. 

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 juga 

memiliki relevansi dengan konsep maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs atau perlindungan 

jiwa dan hifz al-nasl atau perlindungan keturunan. Perlindungan terhadap kesehatan ibu, 

keselamatan anak, pemenuhan gizi, dan dukungan keluarga merupakan bagian dari upaya 

menjaga keberlangsungan hidup serta kualitas generasi [20], [32]. Oleh karena itu, secara 

normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan hukum keluarga 

Islam, tetapi memperkuat prinsip-prinsip perlindungan keluarga yang telah diatur dalam ajaran 

Islam. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memiliki 

posisi penting sebagai instrumen hukum yang memperluas makna kesejahteraan ibu dan anak. 

Kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga 

mencakup perlindungan hukum, dukungan sosial, akses layanan kesehatan, pemenuhan gizi, 

serta keterlibatan keluarga dalam proses pengasuhan [1]. Temuan ini memperkuat pandangan 

bahwa perlindungan ibu dan anak harus dipahami secara multidimensional karena kesehatan 

ibu, status gizi anak, kondisi ekonomi keluarga, dan dukungan sosial saling berkaitan dalam 

membentuk kualitas kehidupan keluarga. 

Dalam konteks implementasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan 

undang-undang belum cukup apabila tidak diikuti oleh penguatan sistem layanan, literasi 

masyarakat, dan dukungan keluarga. Hambatan seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, 

rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketimpangan kondisi ekonomi keluarga menunjukkan 

bahwa implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh 

kemampuan norma tersebut menjangkau realitas sosial masyarakat [33]. Dengan demikian, 

efektivitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 sangat bergantung pada sinergi antara 

negara, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dalam menjalankan 

kewajiban perlindungan terhadap ibu dan anak  

Temuan ini juga menunjukkan adanya pergeseran penting dalam cara memahami 

perlindungan keluarga. Perlindungan ibu dan anak tidak lagi dapat diletakkan semata-mata 

sebagai urusan domestik keluarga, tetapi harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang 

melibatkan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 

memperkuat posisi negara sebagai pelindung hak-hak dasar ibu dan anak, sementara keluarga 

tetap menjadi ruang utama untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut. Pola ini menunjukkan 

bahwa kesejahteraan keluarga membutuhkan hubungan yang seimbang antara norma hukum, 

dukungan kelembagaan, dan praktik pengasuhan di tingkat rumah tangga. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memiliki 

titik temu yang kuat dengan hukum keluarga Islam. Titik temu tersebut terutama terlihat pada 

prinsip perlindungan ibu, pemenuhan hak anak, kewajiban nafkah, pengasuhan anak, dan 

tanggung jawab keluarga dalam menciptakan kemaslahatan. Dalam hukum keluarga Islam, 

keluarga merupakan institusi utama yang bertanggung jawab menjaga kehidupan, kehormatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan anggotanya. Sementara itu, dalam hukum positif, negara 

berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak ibu dan anak melalui kebijakan, layanan, 
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pendanaan, dan perlindungan sosial. Keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu 

menciptakan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera [1]. 

Harmonisasi tersebut terlihat jelas dalam konsep nafkah. Dalam hukum Islam, 

kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak tidak hanya bersifat material, tetapi juga 

mengandung dimensi perlindungan, tanggung jawab, dan keadilan keluarga. Jika dikaitkan 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, kewajiban nafkah memiliki perluasan makna 

karena kebutuhan ibu dan anak mencakup kesehatan, gizi, perlindungan sosial, keamanan, dan 

dukungan pengasuhan [34]. Dengan demikian, regulasi negara dapat dipahami sebagai 

penguatan terhadap kewajiban keluarga dalam Islam, bukan sebagai pengganti tanggung jawab 

keluarga. Negara menyediakan kerangka perlindungan, sedangkan keluarga menjadi ruang 

utama pelaksanaan tanggung jawab tersebut. 

Selain nafkah, harmonisasi juga tampak pada konsep hadhanah. Hukum keluarga Islam 

menempatkan pengasuhan anak sebagai kewajiban orang tua yang mencakup pemeliharaan 

fisik, pendidikan, perlindungan mental, dan pembentukan akhlak. Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2024 memperkuat prinsip ini dengan memberikan perhatian khusus pada fase seribu 

hari pertama kehidupan, yaitu masa yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan anak. 

Dengan demikian, hadhanah dalam hukum Islam dan perlindungan anak dalam hukum positif 

memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, 

aman, dan mendukung perkembangan kehidupannya secara menyeluruh  

Dalam perspektif maqashid syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan 

dalam sistem hukum nasional. Perlindungan terhadap ibu berkaitan dengan hifz al-nafs karena 

menyangkut keselamatan jiwa, kesehatan reproduksi, dan keberlangsungan hidup ibu. 

Perlindungan terhadap anak berkaitan dengan hifz al-nasl karena menyangkut keberlanjutan 

generasi, kualitas keturunan, dan masa depan keluarga. Bahkan, pemenuhan pendidikan, 

pengasuhan, dan dukungan tumbuh kembang anak juga memiliki hubungan dengan hifz al-

‘aql karena menyangkut perkembangan akal dan kapasitas anak sebagai manusia. Oleh karena 

itu, regulasi ini tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan 

religius dalam membangun keluarga yang maslahat [17], [19]. 

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kontribusi utama penelitian 

terletak pada pembacaan integratif antara hukum positif dan hukum keluarga Islam. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tidak berdiri sebagai norma 

sekuler yang terpisah dari nilai agama, tetapi dapat dipahami sebagai instrumen hukum 

nasional yang sejalan dengan prinsip perlindungan keluarga dalam Islam. Kontribusi ini 

penting karena memperlihatkan bahwa penguatan kesejahteraan ibu dan anak membutuhkan 

pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga normatif-religius dan sosial-kultural. 

Dalam konteks keluarga Muslim, harmonisasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat 

literasi hukum, kesadaran keluarga, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga 

yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan sejahtera. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Kesejahteraan Ibu dan Anak memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum 

keluarga Islam, terutama dalam aspek perlindungan ibu, pemenuhan hak anak, kewajiban 

nafkah, pengasuhan anak (hadhanah), dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan 

kemaslahatan. Substansi regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum positif 

untuk menjamin kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan dukungan keluarga bagi ibu dan 

anak, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan keluarga sebagai ruang 

utama perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan generasi berkualitas. Dalam 

perspektif maqashid syariah, perlindungan ibu dan anak berkaitan dengan hifz al-nafs, hifz al-

nasl, dan hifz al-‘aql, sehingga undang-undang ini dapat dipahami sebagai penguatan tujuan 

syariat dalam menjaga kehidupan, martabat, keberlanjutan keturunan, dan perkembangan 

anak. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembacaan integratif antara hukum positif 

Indonesia dan hukum keluarga Islam, sehingga perlindungan ibu dan anak tidak hanya 

dipahami sebagai agenda administratif negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, 

sosial, dan keagamaan. Secara praktis, implementasi undang-undang ini perlu diperkuat 

melalui sinergi pemerintah, lembaga keagamaan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan 

keluarga, khususnya dalam pemerataan layanan kesehatan, edukasi gizi, perlindungan sosial, 

literasi hukum, dan penguatan tanggung jawab keluarga Muslim di Kabupaten Way Kanan. 

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 perlu dijalankan sebagai kebijakan 

legal-formal sekaligus agenda sosial-etis untuk membangun keluarga yang sejahtera, adil, 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
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